BAB IV
PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK akibat kecelakaan
kerja adalah bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja (hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1)
huruf j). Apabila pengusaha melakukan PHK maka akibat hukumnya adalah
batal demi hukum (sesuai dengan Pasal 153 ayat (2)). Pekerja tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah ‘melampaui batas 12 (dua belas) bulan
maka pekerja dapat mengajukan PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 172
dan berhak mendapatkan 2x uang pesangon Pasal 156 ayat (2), 2x uang
penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3), dan 1x uang penggantian hak
Pasal 156 ayat (4).

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang di PHK akibat
kecelakaan kerja apabila tidak mendapatkan hak-haknya adalah pekerja
dapat melakukan upaya hukum melalui 2 (dua) jalur yaitu litigasi (gugat
pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial) dan non
litigasi (bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.
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b. Saran
Pemerintah hendaknya melakukan revisi pada Pasal 153 (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
menambahkan sanksi administatif dan sanksi perdata. Hal tersebut
dilakukan agar pengusaha tidak melakukan PHK dengan sewenang-wenang
dan lebih memperhatikan serta melaksanakan ketentuan yang telah diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghindari adanya

perselisihan dan tidak “ada pihak yang merasa dirugikan.
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